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Abstract 

Tax compliance is a crucial factor in sustaining state revenue; however, studies on 

compliance behavior in Indonesia remain dominated by economic and tax administration 

perspectives, leaving socio-cultural aspects under-examined. This study aims to analyze 

the social construction of tax compliance in Indonesia through the lens of economic 

anthropology by reviewing relevant scholarly literature. A qualitative approach utilizing a 

literature review design was employed. Secondary data were gathered from accredited 

national journals, reputable international journals, scholarly books, conference 

proceedings, and policy documents concerning tax compliance, economic anthropology, 

and social construction. Data were analyzed using qualitative content analysis, involving 

stages of identification, coding, categorization, synthesis, and thematic interpretation. The 

findings reveal that tax compliance is a social reality shaped by the interplay of cultural 

values, social norms, tax morality, civic identity, and the level of public trust in the state. 

Collective values within society shape perceptions of tax obligations as a form of social 

responsibility, while institutional legitimacy and the quality of governance influence the 

level of voluntary taxpayer compliance. Furthermore, local culture and social capital 

reinforce the internalization of compliance values when supported by a transparent, fair, 

and accountable tax system.  
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Abstract 

Kepatuhan pajak merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberlanjutan 

penerimaan negara, namun kajian mengenai perilaku kepatuhan di Indonesia masih 

didominasi oleh perspektif ekonomi dan administrasi perpajakan sehingga aspek sosial 

budaya belum memperoleh perhatian yang memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis 

konstruksi sosial kepatuhan pajak di Indonesia melalui perspektif antropologi ekonomi 

dengan menelaah berbagai literatur ilmiah yang relevan. Penelitian menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan desain telaah literatur. Data penelitian berupa data sekunder 

yang diperoleh dari artikel jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, 

buku ilmiah, prosiding, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan kepatuhan pajak, 

antropologi ekonomi, dan konstruksi sosial. Data dianalisis menggunakan teknik analisis 

isi kualitatif melalui tahapan identifikasi, pengkodean, kategorisasi, sintesis, dan 

interpretasi tema. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak merupakan 
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realitas sosial yang dibentuk melalui interaksi antara nilai budaya, norma sosial, moralitas 

pajak, identitas kewarganegaraan, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara. 

Nilai-nilai kolektif yang berkembang dalam masyarakat berperan dalam membentuk 

persepsi mengenai kewajiban perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial, sedangkan 

legitimasi institusi dan kualitas tata kelola pemerintahan memengaruhi tingkat kepatuhan 

sukarela wajib pajak. Selain itu, budaya lokal dan modal sosial menjadi faktor yang 

memperkuat internalisasi nilai-nilai kepatuhan apabila didukung oleh sistem perpajakan 

yang transparan, adil, dan akuntabel.  

 

Kata Kunci: Konstruksi Sosial; Kepatuhan Pajak; Antropologi Ekonomi 
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PENDAHULUAN 

Kepatuhan pajak merupakan salah satu fondasi utama dalam menopang keberlanjutan 

pembangunan nasional karena penerimaan negara di Indonesia masih sangat bergantung pada 

sektor perpajakan. Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah terus melakukan berbagai 

pembaruan kebijakan perpajakan, baik melalui penyederhanaan regulasi, digitalisasi 

administrasi, maupun peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Meskipun demikian, 

berbagai upaya tersebut belum sepenuhnya menghasilkan tingkat kepatuhan yang optimal. 

Fenomena ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh instrumen 

hukum, mekanisme pengawasan, maupun sanksi administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan 

konstruksi sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, perilaku 

perpajakan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan ekonomi yang bersifat rasional, 

melainkan juga sebagai praktik sosial yang dibentuk melalui nilai, norma, pengalaman kolektif, 

serta relasi antara masyarakat dan negara (Adilla et al., 2025). 

Kajian mengenai kepatuhan pajak selama ini lebih banyak didominasi oleh perspektif 

ekonomi, akuntansi, administrasi publik, maupun psikologi perilaku. Berbagai penelitian pada 

bidang tersebut umumnya menitikberatkan pada faktor-faktor seperti tingkat pendapatan, tarif 

pajak, efektivitas sanksi, kualitas pelayanan fiskus, kemudahan administrasi, literasi 

perpajakan, serta tingkat kepercayaan terhadap pemerintah sebagai determinan utama 

kepatuhan wajib pajak (Probowulan & Zulkarnnaeni, 2025). Pendekatan tersebut memberikan 

kontribusi penting dalam menjelaskan aspek rasional dari keputusan individu untuk memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Namun demikian, dominasi paradigma tersebut sering kali 

mengabaikan dimensi sosial dan kultural yang turut membentuk cara masyarakat memaknai 

pajak sebagai bagian dari kehidupan bersama. Dalam perspektif antropologi ekonomi, aktivitas 

ekonomi tidak pernah berdiri secara terpisah dari struktur sosial dan kebudayaan tempat 

aktivitas tersebut berlangsung. Praktik ekonomi dipahami sebagai bagian dari jaringan 

hubungan sosial yang dipengaruhi oleh norma, simbol, identitas, kepercayaan, serta nilai-nilai 

yang hidup di tengah masyarakat (Barus & Isra, 2026). Oleh karena itu, kepatuhan pajak dapat 

dipandang sebagai hasil dari proses konstruksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus 

melalui interaksi antara individu, kelompok masyarakat, institusi negara, serta lingkungan 

sosial yang melingkupinya. Pemahaman ini memperlihatkan bahwa keputusan seseorang untuk 

membayar pajak tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan untung-rugi secara ekonomi, tetapi 

juga dipengaruhi oleh persepsi mengenai legitimasi negara, rasa keadilan distributif, solidaritas 

sosial, pengalaman terhadap pelayanan publik, serta nilai moral yang berkembang dalam 

komunitasnya. 

Realitas sosial di Indonesia memperlihatkan adanya keragaman budaya, sistem nilai, 

serta karakteristik masyarakat yang berpotensi menghasilkan persepsi yang berbeda terhadap 

kewajiban perpajakan. Pada sebagian kelompok masyarakat, membayar pajak dipandang 

sebagai bentuk kontribusi terhadap kepentingan bersama dan manifestasi tanggung jawab 

sebagai warga negara. Sebaliknya, pada kelompok lainnya, pajak masih dipersepsikan sebagai 

beban ekonomi yang belum sepenuhnya memberikan manfaat nyata bagi kehidupan 

masyarakat. Perbedaan cara pandang tersebut memperlihatkan bahwa kepatuhan pajak 

merupakan fenomena yang dibentuk melalui proses interpretasi sosial yang kompleks, sehingga 
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pendekatan yang hanya berorientasi pada aspek ekonomi belum mampu menjelaskan 

keseluruhan dinamika perilaku perpajakan di Indonesia (Winda et al., 2025). 

Perubahan sosial yang dipicu oleh digitalisasi administrasi perpajakan juga 

menghadirkan dinamika baru dalam hubungan antara negara dan wajib pajak. Implementasi 

berbagai layanan berbasis teknologi informasi telah meningkatkan efisiensi administrasi 

sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan perpajakan. Akan tetapi, 

transformasi digital tersebut tidak secara otomatis membentuk kepatuhan apabila tidak diikuti 

oleh peningkatan kepercayaan publik, transparansi pengelolaan penerimaan negara, serta 

persepsi bahwa pajak benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat luas (Rineliana et 

al., 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi perpajakan tidak hanya 

bergantung pada inovasi teknologi, tetapi juga pada kemampuan negara membangun legitimasi 

sosial yang mampu memperkuat kesadaran kolektif mengenai pentingnya membayar pajak. 

Berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap 

institusi pemerintah, persepsi mengenai keadilan fiskal, modal sosial, identitas 

kewarganegaraan, serta norma sosial memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku 

kepatuhan pajak. Di sisi lain, studi-studi antropologi ekonomi menegaskan bahwa praktik 

ekonomi senantiasa dipengaruhi oleh konteks budaya yang berbeda pada setiap masyarakat. 

Walaupun demikian, literatur yang secara khusus mengintegrasikan perspektif antropologi 

ekonomi dengan isu kepatuhan pajak di Indonesia masih relatif terbatas. Sebagian besar 

penelitian masih menempatkan faktor sosial hanya sebagai variabel pendukung tanpa 

menguraikan bagaimana proses pembentukan makna sosial terhadap pajak berlangsung dalam 

kehidupan masyarakat (Viona et al., 2025). Akibatnya, masih terdapat ruang konseptual yang 

perlu dikembangkan untuk menjelaskan hubungan antara budaya, nilai sosial, relasi kekuasaan, 

dan perilaku perpajakan dalam konteks Indonesia. 

Kesenjangan kajian tersebut menunjukkan perlunya penyusunan sintesis literatur yang 

mampu menghubungkan teori konstruksi sosial dengan perspektif antropologi ekonomi dalam 

memahami kepatuhan pajak. Telaah literatur menjadi pendekatan yang relevan karena 

memungkinkan penelusuran perkembangan konsep, pemetaan kecenderungan penelitian, 

identifikasi tema-tema dominan, sekaligus menemukan ruang kosong penelitian yang belum 

banyak dieksplorasi. Melalui pendekatan ini, kepatuhan pajak tidak lagi dipahami sebagai 

konsekuensi dari kepatuhan terhadap regulasi semata, tetapi juga sebagai produk interaksi 

sosial yang dipengaruhi oleh pengalaman historis, budaya lokal, norma kolektif, serta hubungan 

timbal balik antara negara dan masyarakat (Misra, 2024). 

Penelitian ini memiliki urgensi akademik karena menawarkan perspektif yang lebih 

komprehensif dalam memahami perilaku kepatuhan pajak melalui pendekatan antropologi 

ekonomi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berorientasi pada pendekatan 

ekonomi neoklasik atau perilaku individual, kajian ini menempatkan kepatuhan pajak sebagai 

fenomena sosial yang dikonstruksi melalui proses institusional, budaya, dan relasi social 

(Adijaya & Ashmarita, 2026). Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkaya khazanah 

keilmuan perpajakan, khususnya dalam pengembangan kajian interdisipliner yang 

menghubungkan ekonomi, antropologi, sosiologi, dan kebijakan publik. Selain memberikan 

kontribusi terhadap pengembangan teori, penelitian ini juga memiliki relevansi praktis bagi 
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penyusunan kebijakan perpajakan di Indonesia. Pemahaman mengenai konstruksi sosial 

kepatuhan pajak dapat menjadi dasar dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan yang 

tidak hanya berorientasi pada penguatan regulasi dan pengawasan, tetapi juga memperhatikan 

pembangunan kepercayaan publik, penguatan legitimasi institusi, komunikasi kebijakan yang 

adaptif terhadap karakteristik budaya masyarakat, serta pengembangan edukasi perpajakan 

yang lebih kontekstual (Ahdy et al., 2025). Dengan demikian, kebijakan perpajakan diharapkan 

mampu membangun kesadaran kolektif masyarakat bahwa pembayaran pajak merupakan 

bagian dari tanggung jawab sosial yang memiliki implikasi langsung terhadap kesejahteraan 

bersama. 

Atas dasar uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana konstruksi 

sosial kepatuhan pajak di Indonesia dipahami dalam berbagai literatur antropologi ekonomi. 

Analisis difokuskan pada identifikasi konsep-konsep utama, dinamika perkembangan kajian, 

faktor-faktor sosial budaya yang membentuk kepatuhan pajak, serta peluang pengembangan 

kerangka konseptual yang dapat memperkaya studi perpajakan di Indonesia. Melalui telaah 

literatur yang sistematis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual 

bagi pengembangan penelitian selanjutnya sekaligus menjadi referensi dalam penyusunan 

kebijakan perpajakan yang lebih responsif terhadap realitas sosial masyarakat Indonesia. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain telaah literatur 

(literature review) yang bertujuan untuk mengkaji konstruksi sosial kepatuhan pajak di 

Indonesia melalui perspektif antropologi ekonomi (Saleh, 2017). Pendekatan ini dipilih karena 

memungkinkan peneliti melakukan sintesis terhadap berbagai hasil penelitian, teori, dan konsep 

yang relevan sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor sosial, 

budaya, dan institusional yang memengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian tidak berfokus pada 

pengujian hipotesis, melainkan pada pengembangan pemahaman konseptual melalui analisis 

kritis terhadap literatur yang telah dipublikasikan. Data yang digunakan merupakan data 

sekunder yang bersumber dari artikel ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional 

bereputasi, buku ilmiah, bab buku, prosiding, laporan lembaga pemerintah, serta dokumen 

kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan, antropologi ekonomi, sosiologi ekonomi, dan 

perilaku kepatuhan pajak. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari publikasi 

sepuluh tahun terakhir agar mampu menggambarkan perkembangan kajian terkini. Namun 

demikian, beberapa referensi klasik tetap digunakan sebagai landasan teoritis, terutama yang 

berkaitan dengan teori konstruksi sosial dan antropologi ekonomi. Analisis data dilakukan 

menggunakan teknik analisis isi kualitatif (qualitative content analysis). Tahapan analisis 

diawali dengan membaca dan memahami seluruh literatur secara mendalam, kemudian 

mengidentifikasi konsep-konsep utama yang berkaitan dengan konstruksi sosial kepatuhan 

pajak. Selanjutnya dilakukan proses pengkodean terhadap tema-tema yang muncul, seperti 

kepercayaan publik, legitimasi institusi, norma sosial, moralitas pajak, budaya masyarakat, 

identitas kewarganegaraan, serta relasi antara negara dan masyarakat. Tema-tema tersebut 

kemudian dikategorikan berdasarkan kesamaan konsep untuk menemukan pola hubungan, 

persamaan, perbedaan, serta kecenderungan perkembangan penelitian. Tahap akhir dilakukan 



Nama peneliti, (tahun), kemudian judul penelitian diketik dengan (cambria font 10)... 

 

 
  CIRCULAR, Vol. 4, No. 1 Februari 2026.     •      56 

  

 

dengan menginterpretasikan hasil sintesis berdasarkan perspektif antropologi ekonomi 

sehingga diperoleh kerangka konseptual yang mampu menjelaskan kepatuhan pajak sebagai 

fenomena sosial yang dibentuk melalui interaksi antara budaya, nilai, institusi, dan praktik 

ekonomi. Untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian, setiap sumber dievaluasi berdasarkan 

kualitas publikasi, relevansi substansi, konsistensi argumentasi, serta kontribusi ilmiahnya 

terhadap pengembangan kajian kepatuhan pajak (Nurrisa & Hermina, 2025). Selain itu, 

penelitian menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai temuan dari 

disiplin ilmu yang berbeda sehingga interpretasi yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif. 

Melalui prosedur tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan sintesis ilmiah yang 

valid, sistematis, serta memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian 

antropologi ekonomi dan kebijakan perpajakan di Indonesia. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Telaah terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa kepatuhan pajak di Indonesia 

tidak dapat dipahami hanya sebagai konsekuensi dari kepatuhan terhadap regulasi perpajakan 

ataupun pertimbangan ekonomi yang bersifat rasional. Berbagai penelitian memperlihatkan 

bahwa perilaku wajib pajak merupakan hasil dari proses sosial yang berlangsung melalui 

interaksi antara individu, masyarakat, dan institusi negara. Dalam perspektif antropologi 

ekonomi, praktik pembayaran pajak merupakan tindakan sosial yang dipengaruhi oleh nilai 

budaya, norma kolektif, relasi kekuasaan, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, serta 

pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan sistem perpajakan (Romadhon & 

Diamastuti, 2020). Berdasarkan hasil sintesis literatur, diperoleh empat tema utama yang 

menggambarkan konstruksi sosial kepatuhan pajak di Indonesia. 

1. Kepatuhan Pajak sebagai Produk Konstruksi Nilai dan Norma Sosial 

 Perspektif antropologi ekonomi memandang bahwa perilaku ekonomi tidak pernah 

terlepas dari konteks sosial dan budaya yang melingkupinya. Pandangan ini menegaskan bahwa 

aktivitas ekonomi, termasuk kepatuhan dalam membayar pajak, bukan semata-mata merupakan 

hasil pertimbangan rasional mengenai keuntungan dan kerugian, melainkan juga dipengaruhi 

oleh sistem nilai, norma sosial, tradisi, serta hubungan sosial yang berkembang dalam suatu 

masyarakat (Estede et al., 2025). Dengan demikian, kepatuhan pajak tidak dapat dipahami 

hanya sebagai konsekuensi dari keberadaan regulasi perpajakan atau ancaman sanksi 

administratif, tetapi merupakan produk dari proses konstruksi sosial yang terbentuk melalui 

interaksi yang berlangsung secara terus-menerus antara individu dengan lingkungan sosialnya. 

Teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Berger dan Luckmann menjelaskan 

bahwa realitas sosial dibentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. 

Dalam konteks kepatuhan pajak, masyarakat pada awalnya membangun pemahaman mengenai 

pajak melalui berbagai pengalaman sosial, baik yang diperoleh dari keluarga, lingkungan 

pendidikan, media, maupun interaksi dengan institusi pemerintah. Pemahaman tersebut 

kemudian berkembang menjadi norma yang diterima secara kolektif dan selanjutnya 

diinternalisasi sebagai pedoman dalam menentukan perilaku individu (Prianthara, 2018). Oleh 

karena itu, keputusan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya 
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dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat memandang 

pembayaran pajak sebagai sesuatu yang bernilai dan sesuai dengan norma yang berlaku. 

Hasil sintesis berbagai literatur menunjukkan bahwa norma sosial memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap pembentukan kepatuhan pajak. Individu yang berada dalam 

lingkungan sosial dengan tingkat kepatuhan tinggi cenderung memiliki komitmen yang lebih 

besar untuk memenuhi kewajiban perpajakan dibandingkan individu yang berada pada 

lingkungan yang menganggap penghindaran pajak sebagai sesuatu yang lumrah. Kondisi 

tersebut terjadi karena perilaku individu pada dasarnya dipengaruhi oleh ekspektasi sosial yang 

berkembang dalam kelompoknya. Ketika pembayaran pajak dipersepsikan sebagai bentuk 

tanggung jawab bersama, maka muncul tekanan sosial yang mendorong anggota masyarakat 

untuk berperilaku sesuai dengan nilai kolektif tersebut. Sebaliknya, apabila norma yang 

berkembang cenderung mentoleransi praktik penghindaran pajak, maka perilaku tidak patuh 

akan lebih mudah direproduksi dalam kehidupan sosial. Dalam perspektif antropologi ekonomi, 

nilai budaya juga memiliki posisi yang sangat penting dalam membentuk kepatuhan pajak. 

Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman budaya memperlihatkan adanya berbagai 

sistem nilai lokal yang memengaruhi cara masyarakat memandang hubungan antara individu 

dan negara. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, tanggung jawab bersama, serta 

kepedulian terhadap kepentingan kolektif pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan prinsip 

perpajakan yang bertujuan mendukung pembiayaan pembangunan untuk kesejahteraan 

masyarakat. Apabila nilai-nilai tersebut berhasil diintegrasikan ke dalam pendidikan dan 

sosialisasi perpajakan, maka pajak tidak lagi dipersepsikan sebagai beban ekonomi, melainkan 

sebagai bentuk kontribusi sosial dalam mewujudkan kemaslahatan bersama (Ermawati, 2024). 

Sebaliknya, apabila masyarakat memiliki pengalaman negatif terhadap pengelolaan 

keuangan negara atau memandang bahwa manfaat pajak tidak dirasakan secara adil, maka 

konstruksi sosial yang berkembang dapat menghasilkan persepsi negatif terhadap kewajiban 

perpajakan. Dalam kondisi demikian, penghindaran pajak sering kali memperoleh legitimasi 

sosial karena dianggap sebagai respons yang wajar terhadap rendahnya kepercayaan kepada 

institusi negara (Judijanto, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa norma sosial bersifat 

dinamis dan senantiasa dipengaruhi oleh pengalaman kolektif masyarakat terhadap kebijakan 

publik serta kualitas tata kelola pemerintahan. 

Pembentukan kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh proses sosialisasi yang 

berlangsung sejak usia dini. Keluarga menjadi institusi pertama yang menanamkan nilai 

mengenai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Nilai-

nilai tersebut kemudian diperkuat melalui lembaga pendidikan, organisasi sosial, lingkungan 

kerja, hingga media massa yang membentuk persepsi masyarakat mengenai pentingnya 

kontribusi warga negara terhadap pembangunan (Wardani & Azizah, 2025). Oleh sebab itu, 

kepatuhan pajak sesungguhnya merupakan akumulasi dari proses pendidikan sosial yang 

berlangsung sepanjang kehidupan individu. Selain norma sosial, modal sosial (social capital) 

turut berkontribusi dalam membangun kepatuhan pajak. Modal sosial yang ditandai dengan 

tingginya tingkat kepercayaan antarmasyarakat, kuatnya jaringan sosial, serta keberadaan 

norma timbal balik mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terbentuknya 

kepatuhan sukarela. Masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi cenderung lebih mudah 
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membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya membayar pajak karena terdapat 

keyakinan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendukung 

penyelenggaraan negara. Sebaliknya, lemahnya modal sosial sering kali diikuti oleh rendahnya 

solidaritas dan meningkatnya perilaku oportunistik yang berdampak pada menurunnya 

kepatuhan perpajakan (Sayuti et al., 2024). 

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan ekonomi yang hanya 

menekankan aspek insentif dan sanksi belum sepenuhnya mampu menjelaskan kompleksitas 

perilaku kepatuhan pajak. Perspektif antropologi ekonomi memberikan penjelasan yang lebih 

komprehensif dengan menempatkan kepatuhan pajak sebagai praktik sosial yang dipengaruhi 

oleh budaya, nilai, norma, identitas kolektif, dan relasi sosial yang berkembang dalam 

masyarakat. Oleh karena itu, strategi peningkatan kepatuhan pajak di Indonesia tidak cukup 

dilakukan melalui reformasi regulasi dan penguatan pengawasan semata, tetapi juga perlu 

diarahkan pada pembangunan budaya kepatuhan melalui penguatan nilai-nilai sosial, 

pendidikan kewarganegaraan, peningkatan literasi perpajakan yang kontekstual, serta 

internalisasi nilai gotong royong sebagai bagian dari identitas bangsa. 

Dengan demikian, kepatuhan pajak merupakan realitas sosial yang dikonstruksi melalui 

proses interaksi yang panjang antara individu, masyarakat, dan negara. Perilaku membayar 

pajak bukan hanya mencerminkan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga menggambarkan 

keberhasilan masyarakat dalam menginternalisasi nilai-nilai kolektif mengenai tanggung jawab 

sosial, keadilan, dan partisipasi dalam pembangunan nasional. Perspektif ini menegaskan 

bahwa keberhasilan kebijakan perpajakan pada akhirnya sangat ditentukan oleh kemampuan 

negara membangun budaya kepatuhan yang berakar pada nilai dan norma sosial yang hidup di 

tengah masyarakat. 

2. Kepercayaan terhadap Negara sebagai Fondasi Konstruksi Kepatuhan Pajak 

Kepercayaan terhadap negara merupakan salah satu elemen fundamental dalam 

menjelaskan terbentuknya kepatuhan pajak dari perspektif antropologi ekonomi. Berbeda 

dengan pendekatan ekonomi klasik yang menempatkan kepatuhan sebagai hasil kalkulasi 

rasional antara manfaat dan risiko, antropologi ekonomi memandang bahwa hubungan antara 

masyarakat dan negara dibangun melalui proses interaksi sosial yang menghasilkan legitimasi, 

rasa percaya, dan komitmen kolektif (Fidiana, 2015). Dalam konteks ini, pembayaran pajak 

tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga sebagai manifestasi 

dari kepercayaan masyarakat bahwa negara mampu mengelola sumber daya publik secara adil, 

transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, tingkat kepatuhan pajak sangat 

dipengaruhi oleh kualitas hubungan timbal balik antara negara dan warga negara. 

Hasil telaah berbagai literatur menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah 

memiliki hubungan yang positif dengan tingkat kepatuhan pajak. Wajib pajak cenderung 

menunjukkan kepatuhan yang lebih tinggi ketika mereka meyakini bahwa penerimaan pajak 

digunakan untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, 

kesehatan, dan berbagai program kesejahteraan masyarakat. Persepsi bahwa negara mampu 

mengelola pajak secara efektif akan memperkuat keyakinan bahwa kontribusi yang diberikan 

melalui pembayaran pajak memiliki manfaat nyata bagi kepentingan bersama. Sebaliknya, 

apabila masyarakat memandang bahwa pengelolaan pajak tidak dilakukan secara akuntabel 
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atau tidak menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka motivasi untuk 

memenuhi kewajiban perpajakan akan mengalami penurunan (Damayani & Mukhtaruddin, 

2025). Dalam perspektif konstruksi sosial, kepercayaan terhadap negara tidak terbentuk secara 

instan, melainkan merupakan hasil dari pengalaman sosial yang berlangsung secara 

berkesinambungan. Pengalaman masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik, 

menyaksikan implementasi kebijakan pemerintah, maupun mengamati praktik tata kelola 

pemerintahan menjadi dasar bagi terbentuknya persepsi mengenai legitimasi institusi negara. 

Ketika pengalaman tersebut menghasilkan penilaian yang positif, masyarakat akan 

menginternalisasi keyakinan bahwa negara layak memperoleh dukungan melalui pembayaran 

pajak. Sebaliknya, pengalaman yang menunjukkan adanya korupsi, penyalahgunaan anggaran, 

diskriminasi pelayanan, atau rendahnya transparansi akan membentuk konstruksi sosial yang 

melemahkan legitimasi pemerintah (Sesaningrum et al., 2025). 

Perspektif antropologi ekonomi menjelaskan bahwa hubungan antara negara dan 

masyarakat bersifat resiprokal atau timbal balik. Dalam hubungan tersebut, masyarakat 

memberikan kontribusi melalui pembayaran pajak, sedangkan negara memiliki kewajiban 

untuk mengembalikan manfaat dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas, perlindungan 

hukum, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan sosial. Apabila 

keseimbangan hubungan tersebut terjaga, maka akan terbentuk kepercayaan yang mendorong 

munculnya kepatuhan sukarela (Retnani et al., 2024). Namun apabila masyarakat merasa bahwa 

kontribusi yang diberikan tidak memperoleh balasan yang proporsional dari negara, maka 

hubungan timbal balik tersebut menjadi terganggu dan berpotensi menurunkan kepatuhan 

perpajakan. 

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa legitimasi institusi memiliki pengaruh 

yang lebih kuat terhadap kepatuhan sukarela dibandingkan pendekatan yang hanya 

mengandalkan sanksi dan penegakan hukum. Meskipun sistem pengawasan dan hukuman tetap 

diperlukan untuk menjaga kepatuhan formal, keberadaan regulasi yang ketat belum tentu 

mampu menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan apabila tidak didukung oleh tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepatuhan yang lahir karena rasa takut terhadap 

sanksi cenderung bersifat sementara, sedangkan kepatuhan yang didasarkan pada kepercayaan 

akan berkembang menjadi kesadaran moral yang lebih stabil dalam jangka Panjang (Suryani et 

al., 2026). Dalam konteks Indonesia, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas pelayanan administrasi perpajakan, 

transparansi penggunaan anggaran negara, efektivitas pemberantasan korupsi, konsistensi 

penegakan hukum, serta pemerataan hasil pembangunan. Berbagai literatur memperlihatkan 

bahwa masyarakat cenderung memberikan respons positif terhadap reformasi birokrasi dan 

digitalisasi layanan perpajakan karena mampu meningkatkan efisiensi, kemudahan akses, serta 

mengurangi potensi penyimpangan administratif. Akan tetapi, peningkatan kualitas layanan 

tersebut perlu diiringi dengan penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara agar 

kepercayaan publik dapat terus dipertahankan (Judijanto, 2024). 

Selain aspek kelembagaan, komunikasi pemerintah juga memiliki peran penting dalam 

membangun kepercayaan masyarakat. Penyampaian informasi yang terbuka mengenai alokasi 

penerimaan pajak, capaian pembangunan, serta manfaat yang diterima masyarakat akan 
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memperkuat persepsi bahwa pajak merupakan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan 

bersama. Transparansi informasi tersebut memungkinkan masyarakat memahami keterkaitan 

antara kewajiban membayar pajak dengan peningkatan kualitas layanan publik sehingga 

tercipta hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan wajib pajak (Aulia & Furqon, 

2024). Oleh karena itu, komunikasi publik yang efektif menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

dari strategi pembangunan kepatuhan perpajakan. Dari sudut pandang antropologi ekonomi, 

kepercayaan terhadap negara juga berkaitan dengan pembentukan identitas kewarganegaraan. 

Individu yang memiliki rasa memiliki terhadap negara cenderung memandang pembayaran 

pajak sebagai bentuk partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepatuhan pajak 

dalam perspektif ini bukan sekadar tindakan administratif, tetapi merupakan ekspresi solidaritas 

sosial yang menunjukkan komitmen terhadap keberlangsungan pembangunan nasional 

(Cahyonowati, 2011). Dengan demikian, kepercayaan menjadi modal sosial yang memperkuat 

hubungan antara warga negara dengan institusi pemerintah sekaligus membentuk budaya 

kepatuhan yang berkelanjutan. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kepercayaan terhadap negara 

merupakan fondasi utama dalam konstruksi sosial kepatuhan pajak. Kepatuhan tidak hanya 

dipengaruhi oleh efektivitas regulasi atau besarnya sanksi, tetapi juga oleh legitimasi institusi, 

kualitas tata kelola pemerintahan, transparansi pengelolaan keuangan publik, serta pengalaman 

masyarakat dalam berinteraksi dengan negara. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kepatuhan 

pajak di Indonesia perlu diarahkan tidak hanya pada penyempurnaan sistem administrasi 

perpajakan, tetapi juga pada penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, kepercayaan publik 

dapat berkembang menjadi modal sosial yang mendorong terbentuknya kepatuhan pajak secara 

sukarela dan berkelanjutan. 
3. Budaya, Moralitas Pajak, dan Identitas Kewarganegaraan dalam Pembentukan 

Kepatuhan 

Pembentukan kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi dan 

efektivitas administrasi perpajakan, tetapi juga oleh budaya, moralitas pajak, serta identitas 

kewarganegaraan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Perspektif antropologi 

ekonomi menempatkan ketiga aspek tersebut sebagai elemen yang saling berkaitan dalam 

membentuk perilaku ekonomi individu. Aktivitas ekonomi dipahami sebagai praktik sosial 

yang berakar pada sistem nilai dan kebudayaan sehingga keputusan seseorang untuk memenuhi 

kewajiban perpajakan tidak dapat dilepaskan dari cara masyarakat memaknai hubungan antara 

individu, komunitas, dan negara (Arianty et al., 2024). Oleh karena itu, kepatuhan pajak 

merupakan refleksi dari proses internalisasi nilai-nilai sosial yang berlangsung melalui interaksi 

sosial dalam jangka panjang. 

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa budaya memiliki peran penting dalam 

membentuk persepsi masyarakat mengenai kewajiban perpajakan. Budaya tidak hanya 

berfungsi sebagai seperangkat tradisi atau kebiasaan, tetapi juga sebagai sistem nilai yang 

mengarahkan cara individu menilai tindakan yang dianggap benar atau salah dalam kehidupan 

sosial. Dalam masyarakat yang menempatkan kejujuran, tanggung jawab, dan kepentingan 

kolektif sebagai nilai utama, pembayaran pajak lebih mudah dipersepsikan sebagai bentuk 
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kontribusi terhadap kesejahteraan bersama. Sebaliknya, apabila budaya yang berkembang lebih 

menekankan kepentingan individual atau mentoleransi perilaku oportunistik, maka tingkat 

kepatuhan pajak cenderung lebih rendah karena kewajiban perpajakan dipandang sebagai beban 

yang harus dihindari. Konteks masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman budaya 

memperlihatkan bahwa nilai-nilai lokal dapat menjadi modal sosial dalam membangun 

kepatuhan pajak. Nilai gotong royong, musyawarah, kebersamaan, serta semangat saling 

membantu yang hidup dalam berbagai komunitas pada dasarnya memiliki keselarasan dengan 

prinsip perpajakan yang mengedepankan kontribusi setiap warga negara bagi pembiayaan 

kepentingan publik. Dalam perspektif antropologi ekonomi, nilai-nilai tersebut merupakan 

bentuk modal budaya yang dapat memperkuat legitimasi kewajiban perpajakan apabila 

diintegrasikan ke dalam strategi edukasi dan komunikasi perpajakan. Dengan demikian, 

pembangunan budaya kepatuhan memerlukan pendekatan yang mampu menghubungkan nilai-

nilai lokal dengan tujuan pembangunan nasional (Winda et al., 2025). 

Selain budaya, moralitas pajak atau tax morale merupakan faktor yang sangat 

menentukan terbentuknya kepatuhan sukarela. Moralitas pajak mengacu pada dorongan 

internal yang membuat seseorang bersedia membayar pajak karena menganggap tindakan 

tersebut sebagai kewajiban etis dan tanggung jawab sosial, bukan semata-mata karena adanya 

ancaman sanksi (Ramadhan, 2017). Literatur menunjukkan bahwa individu dengan tingkat 

moralitas pajak yang tinggi akan tetap memenuhi kewajiban perpajakannya meskipun peluang 

untuk menghindari pajak cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan yang 

berlandaskan kesadaran moral memiliki karakter yang lebih stabil dibandingkan kepatuhan 

yang hanya didorong oleh mekanisme pengawasan. 

Dalam perspektif konstruksi sosial, moralitas pajak tidak muncul secara alamiah, tetapi 

dibentuk melalui proses sosialisasi yang berlangsung dalam berbagai institusi sosial. Keluarga 

menjadi lingkungan pertama yang menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan 

kepedulian terhadap kepentingan bersama. Nilai-nilai tersebut kemudian diperkuat melalui 

lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, komunitas sosial, lingkungan kerja, serta media 

massa yang membentuk cara pandang masyarakat mengenai pentingnya berkontribusi terhadap 

negara (Nugriah et al., 2022). Dengan demikian, moralitas pajak merupakan hasil dari proses 

pembelajaran sosial yang berlangsung secara berkelanjutan dan dipengaruhi oleh pengalaman 

individu dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa 

moralitas pajak memiliki hubungan yang erat dengan persepsi mengenai keadilan. Masyarakat 

cenderung menunjukkan komitmen yang lebih tinggi untuk membayar pajak apabila mereka 

memandang bahwa sistem perpajakan diterapkan secara adil, baik dalam penetapan beban pajak 

maupun dalam pemanfaatan hasil penerimaan negara. Sebaliknya, apabila masyarakat menilai 

bahwa terdapat ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal atau adanya perlakuan yang 

tidak setara terhadap wajib pajak, maka moralitas pajak berpotensi mengalami penurunan. 

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan kesadaran moral sangat dipengaruhi 

oleh pengalaman kolektif masyarakat terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan. 

Identitas kewarganegaraan juga menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam 

pembentukan kepatuhan pajak. Identitas kewarganegaraan mencerminkan tingkat keterikatan 

individu terhadap negara serta kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat 
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politik. Individu yang memiliki identitas kewarganegaraan yang kuat cenderung memandang 

pembayaran pajak sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mendukung pembangunan nasional 

dan penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam perspektif ini, membayar pajak bukan sekadar 

memenuhi kewajiban hukum, tetapi merupakan wujud kontribusi terhadap keberlangsungan 

kehidupan berbangsa dan bernegara (Putri & Rahmawati, 2025). Perspektif antropologi 

ekonomi menjelaskan bahwa identitas kewarganegaraan dibangun melalui pengalaman sosial 

yang melibatkan interaksi antara masyarakat dengan institusi negara. Pengalaman memperoleh 

pelayanan publik yang berkualitas, merasakan manfaat pembangunan, serta menyaksikan tata 

kelola pemerintahan yang transparan akan memperkuat rasa memiliki terhadap negara. 

Sebaliknya, pengalaman yang menunjukkan adanya ketidakadilan, korupsi, atau rendahnya 

kualitas pelayanan publik dapat melemahkan identitas kewarganegaraan sehingga berdampak 

pada menurunnya komitmen masyarakat terhadap kewajiban perpajakan (Muthowif et al., n.d.). 

Dengan demikian, identitas kewarganegaraan merupakan konstruksi sosial yang terus 

berkembang sesuai dengan dinamika hubungan antara negara dan masyarakat. 

Hasil sintesis literatur juga menunjukkan bahwa budaya, moralitas pajak, dan identitas 

kewarganegaraan saling berinteraksi dalam membentuk perilaku kepatuhan. Budaya 

menyediakan seperangkat nilai yang menjadi dasar bagi pembentukan moralitas, sedangkan 

moralitas memperkuat kesadaran individu untuk menjalankan kewajiban sebagai warga negara. 

Di sisi lain, identitas kewarganegaraan memberikan legitimasi terhadap tindakan membayar 

pajak sebagai bagian dari partisipasi dalam kehidupan nasional. Interaksi ketiga aspek tersebut 

menghasilkan kepatuhan yang bersifat sukarela dan berkelanjutan karena didasarkan pada 

kesadaran kolektif, bukan semata-mata pada tekanan regulasi atau ancaman hukuman. 

Implikasi dari temuan tersebut menunjukkan bahwa strategi peningkatan kepatuhan pajak di 

Indonesia perlu dikembangkan melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Kebijakan 

perpajakan tidak cukup berorientasi pada penyempurnaan sistem administrasi dan penguatan 

pengawasan, tetapi juga harus diarahkan pada pembangunan budaya kepatuhan melalui 

pendidikan kewarganegaraan, penguatan literasi perpajakan, internalisasi nilai-nilai integritas, 

serta pengembangan komunikasi publik yang mampu menumbuhkan kesadaran moral 

masyarakat. Selain itu, pengakuan terhadap keberagaman budaya lokal dapat menjadi strategi 

yang efektif dalam merancang program edukasi perpajakan yang lebih kontekstual dan sesuai 

dengan karakteristik sosial masyarakat di berbagai daerah (Wibowo et al., 2025). 

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa budaya, moralitas pajak, dan 

identitas kewarganegaraan merupakan fondasi penting dalam konstruksi sosial kepatuhan 

pajak. Ketiganya membentuk kerangka nilai yang memengaruhi cara masyarakat memahami 

kewajiban perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan. Oleh 

karena itu, pembangunan kepatuhan pajak yang berkelanjutan memerlukan sinergi antara 

reformasi kelembagaan, penguatan tata kelola pemerintahan, dan pengembangan budaya sosial 

yang mampu menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya pajak bagi 

keberlangsungan pembangunan nasional. 
 

KESIMPULAN 
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Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak di Indonesia merupakan fenomena 

sosial yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan ekonomi rasional maupun 

perspektif hukum perpajakan. Berdasarkan telaah literatur dalam perspektif antropologi 

ekonomi, kepatuhan pajak merupakan hasil konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi 

antara nilai budaya, norma sosial, moralitas individu, identitas kewarganegaraan, serta kualitas 

hubungan antara masyarakat dan negara. Perilaku membayar pajak pada dasarnya dipengaruhi 

oleh proses internalisasi nilai-nilai sosial yang berkembang dalam keluarga, komunitas, 

lembaga pendidikan, dan institusi negara sehingga kepatuhan menjadi bagian dari praktik sosial 

yang terus direproduksi dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga 

konstruksi utama yang membentuk kepatuhan pajak di Indonesia. Pertama, nilai budaya dan 

norma sosial berperan dalam membangun persepsi kolektif mengenai pembayaran pajak 

sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kepentingan bersama. Kedua, kepercayaan terhadap 

negara menjadi fondasi utama yang menentukan legitimasi kewajiban perpajakan, di mana 

transparansi, akuntabilitas, keadilan fiskal, serta kualitas pelayanan publik berkontribusi 

terhadap terbentuknya kepatuhan sukarela. Ketiga, budaya, moralitas pajak, dan identitas 

kewarganegaraan saling berinteraksi dalam membentuk kesadaran individu bahwa membayar 

pajak merupakan wujud partisipasi aktif dalam pembangunan nasional sekaligus refleksi 

tanggung jawab sebagai warga negara. 

Kajian ini menegaskan bahwa perspektif antropologi ekonomi memberikan kerangka 

analisis yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan perpajakan konvensional karena 

mampu menjelaskan keterkaitan antara praktik ekonomi dengan struktur sosial, budaya, dan 

relasi kekuasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak di Indonesia 

tidak cukup dilakukan melalui penyempurnaan regulasi, penguatan pengawasan, maupun 

digitalisasi administrasi perpajakan, tetapi juga memerlukan strategi yang berorientasi pada 

pembangunan kepercayaan publik, penguatan nilai-nilai sosial, pendidikan kewarganegaraan, 

serta internalisasi budaya kepatuhan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia. 

Penelitian ini juga membuka peluang bagi pengembangan kajian interdisipliner yang 

mengintegrasikan antropologi ekonomi, sosiologi fiskal, ekonomi kelembagaan, dan kebijakan 

publik dalam memahami perilaku perpajakan. Penelitian selanjutnya disarankan 

mengombinasikan pendekatan konseptual dengan penelitian empiris pada berbagai kelompok 

masyarakat dan wilayah di Indonesia sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih 

komprehensif mengenai variasi konstruksi sosial kepatuhan pajak serta implikasinya terhadap 

perumusan kebijakan perpajakan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. 
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